
2. Undang-Undang 39 Tahun 1999 tentang Hak Azazi
Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3886 );

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang
Penetapan Undang-Undang Nomor 3 Drt. Tahun 1953
tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953
Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 2756) sebagai Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959
Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1820);

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Peraturan
Daerah tentang Pencabutan atas Peraturan Daerah
Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 17 Tahun 2011
tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu
Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil;

a. bahwa dengan diberlakukannya Undang-Undang
Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang
Administrasi Kependudukan maka Peraturan Daerah
Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 17 Tahun 2011
tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu
Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil sudah tidak
sesuai dan harus dicabut;

DENGAN RAHMAT TUMAN YANG MAHA ESA

BUPATI HULU SUNGAI UTARA,

Mengingat

•

Menimbang

•
PENCABUTAN ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
NOMOR 17 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI

PENGGANTIAN BIAYA CETAK KARTU TANDA PENDUDUK
DAN AKTA CATATAN SIPIL

TENTANG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
NOMOR 20 TAHUN 2015

BUPATI HULU SUNGAI UTARA
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
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9. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang
Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan
Pencatatan Sipil;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006
tentang Administrasi Kependudukan ( Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4736), sebagaimana diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 102 Tahun 2012 tentang
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 37
Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi
Kependudukan ( Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 268, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5373);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4593);•

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 246,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5589);

•
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang
Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5475);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang
Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235 );
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Peraturan Daerab Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 17 Tahun 2011
ten tang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan
Akta Catatan Sipil ( Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara
Tahun 2011 Nomor 17 ) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal1

PERATURAN DAERAH TENTANG PENCABUTAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI
UTARANOMOR 17 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI
PENGGANTIANBIAYACETAKKARTUTANDAPENDUDUK
DANAKTACATATANSIPIL.

Menetapkan

MEMUTUSKAN:

Dengan Persetujuan Bersama
DEWANPERWAKILANRAKYATDAERAH

KABUPATENHULUSUNGAIUTARA

dan

BUPATIHULUSUNGAIUTARA•

14. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara
Nomor 19· Tahun 2015 tentang Penyelenggaraaan
Administrasi Kependudukan Kabupaten Hulu Sungai
Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai
Utara Tahun 2015 Nomor 19 );

13. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara
Nomor 27 Tahun 2013 tentang Pembentukan, Struktur
Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Utara
(Lembaran Daerab Kabupaten Hulu Sungai Utara
Tahun 2013 Nomor 27 );

•

12. Peraturan Daerab Kabupaten Hulu Sungai Utara
Nomor 14 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintaban
Kabupaten Hulu Sungai Utara (Lembaran Daerah
Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2008 Nomor 14);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah ( Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32 );

10. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang
Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor
Induk Kependudukan secara Nasional, sebagaimana
diubab beberapa kali terakhir dengan Peraturan
Presiden Nomor 112 Tahun 2013 tentang Perubaban
Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun
2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk
Berbasis Nomor Induk Kependudukan secara
Nasional;
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•
NOMOR REGISTER PERATURANDAERAHKABUPATENHULU SUNGAI
UTARAPROVINSI KALIMANTANSELATAN( 171/2015 )

LEMBARANDAERAHKABUPATENHULU SUNGAl UTARA
TAHUN 2015 NOMOR 20.

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
HULU SU GAl UTARA,•

Diundangkan di Amuntai
pada tanggal30 Desember 2015

H.ABD

BUPATIHU

Ditetapkan di Amuntai
pad a tanggal 30 Desember 2015

Peraturan Daerah ini berlaku mulai tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Pasal2
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